
BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR I 3B TAIIUN 2OL7

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAIY BELANJA KABUPATEN PIDIE
TNIUN ANGGARAN 2OI7

BI S ffi LI.AITIRRAITilTA NIRRAITIM

ATAS RATIMAT ALLAII YANG MAI{A KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Pidie
Nomor 1 Tahun 2Ot7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Pidie tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2Ol7 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBK Pidie Tahun Anggaran 2Ol7;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor lO92);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yarrg Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;
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7. Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2|l;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

9. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
affis);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

L4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416)', sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas Peratrrran
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangal Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor a7 2);
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17. Perafi;lran Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OOS tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4+88) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 83, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6521;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tatun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor l7t, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5751;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O, Tasrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggalaaJ'L Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor +6L4);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawabar Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7$);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OlO tentang Pedoman
Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510a);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor I23, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLt tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O7L
Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5219);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

31. Peratural Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentalg
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
I23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2OtS tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
L57, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nom
57t7);
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33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Al4 tentang Daoa
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 569!;

34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan
BararrglJasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

35. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol7
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratural Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeralr;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantual Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a\;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 87fl;

39. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie
(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);

40. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2Ol7 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2Ol7
(Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2Ol7 Nomor 01);
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATTIRAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAIII DAIY BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2OT7.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2OlT terdiri atas :

1. Pendapatarr
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 3O7,687,536,6T1,-
b. Dana Perimbangan Rp1,O90,STT,BT8,T64,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 743.099.972,5g2.-

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai
2) Belanja bunga
3) Belanja subsidi
4l Belanja hibah
5) Belanja bantuan sosial
6) Belanja bagi hasil
7) Belanja bantuan keuangan
8) Belanja tidak terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja pegawai
2) Belanja barang dan jasa
3) Belanja modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp.2, 14 1,365,388,0 1 7,-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

684,167 ,724,274,-
o,-

100,000,000,-
18,733,600,000,-
10,33 1,956,000,-
2,036,925,129,-

632,4O7,2O7,976,-
3,000,000,000,-

Rp 142,532,838,170,-
Rp 380,128,945,162,-
Rp 3+5,939,006,199,-

Rp2.2 19,37 2. lO2.9O9 .-
Rp (78.006.714.892,-l

Rp 78.006.774.892,-
Rp

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan : Rp 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 tercantum
dalam l,ampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peratural Bupati ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4f
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Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peratural ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja peran-gkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 13 Januari 2OlT M

12 Rabiul Akhir 1438 H

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,. /

trr

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 19 Januari 2OlT M

lO Rabiut Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2077 NOMOR Z8


